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KABUPATEN ACEH SINGI{IL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL

. & bahwa dengan semakin pesatmys pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil

tequtama ¢i bidang penndustrian, perkebunan yang menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup di sekitarmya;

bahwa untuk adanys pengendalian dampak lingkungan tersebut, dipandang
;<rlu membentuk  Badar ™ ngendalian Dampak Linglkimgan  Daerah
- 2oupaten Aceh Singkil; !
a-iwa untuk maksud tersebut pert  ditetapkan dalam suaty Peraturan
. acrah

Li.cang-undang Nomor 24 tahim 1956 tentang Pernbentukan Propinsi Aceh,

Undang-undang Nomor 24 Tehun 1992 tentang Penatean Ruang,

Undang-undeng Nomor 23 Talun 1997 tentang pengelolaan Linglkungan

Hidup,

4 Undang-undangg Nomor 14 tehun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Singlal;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

6 Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah;

7 Treraturan  Pemerintah Nomo: 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
! [CEmaran air,

8 Peraturan Pemerintsh Nomor 21 tatun 1993 tentang Analisis Dampak
_ ngkungar,

9. Peaaturan Pemenntah Nomor 12 tahv 1995 tentang Pengelolaan Limbah
Bahian Berbahaya dan Beracun;,

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar 77 Tshun 1991 tentang
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Namor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintsh Daerah dan Wilayah,

12. Peraturen Daerah Propinst Daerah Istimewa Acch Nomor 16 Tahun 1996

tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT D. ERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

« netapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH .JABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ' . RGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAY INGKUNGAN DAERAH KABUPATEN
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BABI
KETENTUAN UMU"
Pasal 1

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adatah Kabupaten Aceh Singlil

Pemerintah Dinerah adalsh Pemerinioh Kabupaten Aceh Singkil.

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan eadalah Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten . ch Singkil yang selanjutnya  disebut
BAPEDALDA.

'.cpala Badan Pengendalian i. .~ Lingkungan adalsh Kepala Badan
‘engendalian  Dampak Lingkungz.. Kabupaten Aceh Singkil _ yang
clanjutnya di sebut BAPEDALDA..

-clompok Jabatan fungsional adalun Kelompok Jabatan Pegawai Neger
Sipil yang diberi tugas, wewenang tonggung Jawab serta hek secara penuh
oleh pejabat yeng berwenangn uniui melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelascara tugas pokck dan
fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkurngan Foibupaton Aceh Singkil,
Analisis mengenai Dampak Linglungan adalah kajian mienpena i
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pads
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/at: | kegiatan

BAB II
PEMBENTUKAIS
Pasal 2

Den m Peratwan Daersh ini di vk Badm Pengendalian Dampak
Lingxungan Dacrah Aceh Singkil

BAB IIT
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

BAPEDALDA adalah Perangkat aerah di bidang Pengendalian Darmak
" ingkungan



(2) BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala yang berads di bawsh dan

bertanggung jewab kepada Bupati.

Baglan Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

7 EDALDA  mempunyai  tugas  pokok meleksanakan pembinaan  dan

~ordnasian di bidang pengawasan dan pengendalian pemantavan dan
_.&n serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Bagian Ketlga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, BAPEDALDA mempunyal
fungs -

a.

b

o

LI i

b

Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegehan
dzipenanggulangan pencemaran dan kerusakan Jingkungan;
Pengagwasan iethadap sumber den kegiatan-kegiatan pencemeran dan
keausakan lingkungan serfa  pengawasan-pengewasan pelaksanaan Analisa
Zampak Lingkungan (AMDAL),
..zksanaan pelestanian pemulihan kua!:-.s linglamngan;,
~“=wrapan dan pengawesan pelaks.. zan Rencens Pengendalian Dampak
ngkungan (RKL) dan Rencana lemantauan Lingkungan (RPL) serta
. =npendalian tekms pelaksanaan (AMDAL);
; nerapan dan pengembangan fungsi infc -masi lingkungan;
Pmyuluhandanpcnmglﬂanpu’ansm‘tan isyarakat;
Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kesekretaniatan meliputi
urusan program, hukum dan umum.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 6

r organisasi terdiri atas
" mnpinan adaish kepala BAPEDALDA
sinbantu pimpinan adalah Sekretaris.

¢. P luksana adalah seksi-seksi dan kelompok jabaten fungsional.

Bagizn Kedun
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan organisasi BAPEDALDA, terdiri atas :

a. Kepala BAPEDALDA
b. Sekretanat membawahkan !

1. Urusan program
2. Urusan Hukum

3. Urusan Umum



Sekst Pengawasan dan Pengendalian membawahkan
1. Sub Seksi Pengembangen Kapasitas

2 Sub Seksi Pencemnarar. '~ Kerusakan Lingkungan
3. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL

! Seksi pemantauan Kuafitas Linglkungnn

(2)

K.Ul' 3

1. Sub Seksi Pemantauan K "itas _ingkungan

2. Sub seksi Pemulthan Kualitas . _'angan
3. Sub Seksi Analisis dan Evaluasj
4. Sub Seksi Pernryuhuhan

Kelompok Jabalan Fungsional

Bagan Susunan Orpanisasi BAPEDALDA scbagaimena tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Pemsturan Daera:

ryis

Bagian Ketlga
Bidang Tugas Unsur Organtsas|
Paragraf Pertani.
Kepala BAPEDALDA
Pasal 8

a2 BAPEDALDA mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan

ke stan BAPEDALDA dalam melaksanskan pembinaan dan pengkoordinasiaan
di b 'ang pengendalian dampak lingkungan

Paragral Kedua
Sckretariat
Pasal 9

(1} Sekretarjat mempunyai tugas pokok melaksanaksn penyusuanan rencana dan
Program Kenja BAPEDALDA, pengelolaan urusan hulum dan  urusan
urnum

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok s. 1gaimana yang dimaksud pada ayat (1)

c

szl ini sekretariat mempunyai fuuz:.

Periyusunan perencanzan dan program pengendalian dampak lingkungan,
penyusuanan laporan secara ' rkala serta pemyusuanan infornmasi
lingkungan.

Pelaksanaan  pengelolaan  swat menywrat, rumsh tangga  dan
perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana

Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  keuangen rumah  tangga
BAPEDALDA yang meliputi penyususnan anggaran rutin dan anggaran
pembangunan serta pengelolaan bendahara

Pelaksanaan pengelolaan admiristrasi  kepegawaian yang  meliputi
penyusuanan rencana mutasi/rot. ., pembinaan disiplin, pengembangan
karir dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pelaksanaan proses adminstrasi dan  kooordinasi dalam  rangka
penegakan  peraturan perundsi,, 0 di  bidang pengendalian dampak
lingkungan

~irat membawahkan :

=2 Program
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rusan Hukum
Lrusan Umurn

Pasal 10

Urusan program mempunyai tuge pokok melaksanakan sebagan tugas.
tugas sensiuan ielavlinil di bidang wusan program. .
Untuk meliksansbuntiuges pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, urusan program mempunyai fungsi :

a. Penylapan bahan dan peny sman petunjuk teknis dan kocordinasi

penyusunan program pengendalian dampak lingkungan,
o, Pengumpulan, pengolahan data c.u1 pelaporan kegiatan BAPEDALDA
Penyiapan bahan dan penyusunan i >rmasi lingkungan

Pasal 11

Urusan hukum mempunyai tugas pokok melaksanalkan sebagian tugas

sekretanat di bidang urusan hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

urusan hukum mempunyai fungsi :

3. Pelaksanaan kegitan pengw pulan dan pengolahan data  peraturan
perundang-undangan di bidang .: pkmgan hidup.

b Penyiapan bahan din meldil in proscs administrasi dalam rangka
penegakan perutumn perindang-i-dangen .

Pasal 12

Tusan umum mempunyal tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

sekretanat di bidang urusan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanan yang di maksud ayat (1)

pasal ini, wrusan umum mempunyai 1. gsi ;

a. Pemylapan dan penyusunan  petunjuk tekus  pengelolaan
Letatausahaan, kepegawaian , keusrzan, perlengkapan dan kehumasan,

0. Pelaksanaan  kegia' si-al  menyarat  oengadaan  kearsipan
kerumaiianggean danadii. .+ - perjalanan dinas

¢. Pengumpulan, pengelolaan seria nengajian data dan informasi.

Paragraf Ketiga
Secksi Pengawasan dan Pengndalian
Pasal 13

Seksi  pengawasan  dan  penguudalian  mempunyai  tugas pokok
melaksanakan penyusitan  petunjuk  teknis pembangunan kapasitas,
pencetnaran  dan saszn lingkungan penerapan Rencana Kerusakan
Lingkimgan (RKL) dan Remcana Pemantauan Lingkungan  serta
pengelolaan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), pasai
ini seksi pengawasan dan pengendz' 1 mempunyai fingsi :

a. Pelaksanaan penyusur: - p wijuk  teknis  pengembangan kapasitas

pengelolaan lingkungas .
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b Pelaksanaa penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapesies
pengelolaan lingkungan hidup.
¢ Peclaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerapan rencana Kerdsakas
lapangan dan rencana pemusnahan lingkungan.
d. Pelaksansan  penyusunan  petunjuk  teknis  pengelolaan  dam
pengendalian perizinan.
Seksi Pengawasan dan pengendalian membawahkan :
a.  Sub Seksi Pengembangan Kapasitas
b Sub Seksi Penerapan dan Kerusakan Lingkungan
¢ Sub Seksi Penerapan RKL dan " PL
d  Sub Sekst Perizinan

Pasal 14

Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyal tugas pokok memylapx=

bahan penyusunan teknis pengembangan kapasitas kelembagaan daz

sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (.

pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

a. Pengumpulan, pengel.’-an dan evaluasi data pengembangan kapasias
data kelembagaan sumber daya manustia.

b, Penylapan bahan penyusunan jctunjuk teknis pengembangan kapasiiss
kelembagaan sumber daya manusia.

Pasal 15

Sub Seksi Pencemnaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyal tugas

pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap pencemaran den

kerusakan lingkungan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagpimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, Sub Seksi Penccmaran dan Kerusakan Linglungan mempumye:

tugas :

a. Pengumpulan pengolahan dan evaluasi data terhadap pencemaran da=
kerusaken lingkungan

b. Penyiapan bahan pemyusunan peturjuk teknis terhadap pencemarzs
dan kerusakan lingkungan.

Pasal 16

Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempuriyai tugas pokok memvizaz

bahan penyusuanan teknis terhadap penerapan RKL dan RPL

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ave:

pasal ini, Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas :

a.  Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penerapan RKL dan RFL

b. Penyiapan behen penyustnan petunjuk tekmis penerapen RKL ce=
RPL.
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Pasal 17

Sub Seksi Perizzhan mempus 4  tugas pokok menyiapkan bahan

panyusunan petunjuk telmis 1 -dap pengawasan dan pengendalian

penznan

Untuk melaksanakan tugas pokok :cbagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal int, Sub Seksi Penzinan mempuw, a1 tugss : .

2. Pengumpulan, pengolshan da evaluasi data, pengawasan dan
pengendalisn perizinan.

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk  tekmis pengawasan dan
pengendalian perizinan.

Paragral Keempat
Scksi pemantauan dan Pemulihan
Pasal 18

Seksi pemantauan dan © .althan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusiman - tugas pckok melaksanakan penyusunan petunjuk  teknis
pemantauan  kualitas lingkungan, pemulithan kualitas lingkungan  analisis
dan evaluasi serta penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini
Seksi Pemantauan dan Pemulihan mem punyai tugas :

8. Pelaksanaan penyusunan petunjuk  teknis pemantauan  kualitas
lingkungan ]

b Pelaksanaan penyusunan  petunjuk  teknis pemeliharaan  kualitas
linglamgan.

c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis

d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk  teknis peryuluhan  terhadap
masyarakat dalam pemantauan dar pemulihan kualitas lingkungan.

Seksi Pemantauan dan pemulihan membawahkan -

8. Sub Seksi Pemantauan Kualita: I_ngkungan

b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas ... <ungan
¢. Sub Seksi Penyuluhan
d. Sub Seksi Analisa dan Evaluas:

Pasal 19

Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokck

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis pemantauan  kualitas

lingkungan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sehgmimmums dirpaks paca ayat (1)

pasal ini, Sub Seksi Pemantavan Fialitas Lingkingan memminval tugas ;

3. Penylapan, pengolahan dan wvaluasi data pemantasuan  kualitas
lingkungan.

b Pemylapan bahan pen,. in:an  petunjuk teknis pemantauan  kulitas
lingkungan
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Paragraf Kelima
Kelompok Jabatan Fun; .onal
Pasal 20

Kelompok Jabatan fimgsional m wupunyal tugas pokod mezasasa=
sebagian tugas BAPEDALDA secara ; rofesional sesual dengan keonzmi e

Kelompok Jabatan Fungsional sebt Zdimna dimaksud pada R
‘mi, dalam melaksanakan tugas pokokmya bertanggung KToan:
kelapa BAPEDALDA

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pade zva: 1 zza

ini terdin atas sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan Famgscne eme
terbagl dalam berbagai kelompok sesuat dengan bidang keahlianmz

Setiap kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal =2 Zo=o=
oleh seorang tenaga fimgsional senior yang ditunjuk dianza: ==z
fungsional yang ada dalam Ingkungan BAPEDALDA

Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pesz =,
ditentukan sifat , jerus, kebutuhan «i«n beban kerja

‘enis dan jenjang jabatan Fumgsional .ebagaimana dimaksud pacz = F
pasal ini, di atur sesuai dengan perativan perundangan yang berlaku

BABIV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umuin
Pasal 21

Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungst BAPEDALDA mengpa=
satu kesatuan yang safu sama [ o ti4ak dapat dipisahkan

Pelaksanaan tugas pokok don fungsi BAPEDALDA  sebagzi—az
pelaksana Pemrintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingcoszx.
Kepiatan operasionalnya diselerooawrakan/dilaksanakan  oleh  seis:-seas.
menurut bidang fugasnya masing-m..

Kepala BAPEDALDA baik taktis opcrasional maupun teknis adroossmzss
berada di bawesh dab bertanggunpjav b kepada Bupati Kepale Daeraz caz
Jalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan “rasiore
dengan instansi lain yahg berkaitan dengan fungsinya.

Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan togasnya melassz=zg=
koordinasi vertikal dan hornizontal dengan instansi terkait baix sz
maupur daerah

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan BAPEDALDS iz
melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koomdimas: oisges
sinkronosasi dan simplikasi

Sem]a punpman satuan organisaslt di lingkungz= ZAZZTA T 7-1._-_:
memimpin dan memberikan bimbingan serta pec=rac Melaniamailr _gio
xepada bawahan.



B.nghnKedm
Pelaporan
Pasal 22

(1) Kepala BAPEDALDA wajib membenkan laporan oxteng pelacsanasn
tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pads wakturrys kepeds Bapeti

(2) Setiap pimpinan satuan organisast di lghongm BAPEDAIDA  wajb
mengikuti dan mematuhi petmyuk dan besmgpemg jewad  kepada
atasmmyamasmg-masmgsertammyampikmlq:_ﬁm

(3) Setiap lsporan yang diterima oleh pinpisn ssme oganisas dan
bawahan, wajib diolsh dan dipergnsken schegei bslwm patimbangan
lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laparan dan can pesysmpmssmwa berpedaman
kepada peraturan penmdangan yang beriakn

Bagian K g~
Hal Mevrakili
Pasal 23

(1) Dalam hal Kepale BAPEDALC: bahalngn Kepala BAPEDALDA
dapat menunjuk Sekretaris.

(2) Dalam hal Sckretaris berhalangan maka Kepala BAPEDALDA dapat
memmnjuk Kepala Seksi berdaswkan scaritas den Kepengangkatarmya

BABY
KEPEGAWAIAN
Pazal 24

(1) Kepala BAPEDALDA disngkst dan diberhentikan oleh Gubermnur Kepela
Daerh Tingkat I Propins Daer: - Istimewa Aceh atas usul Bupati Kepala
Daemsh.

(2° Kepala BAPEDALDA bakrwziban dan betanggung jawab  dalam
menylapken behan ranceogen kebyjaksanasn Bupati Kepala Daerash di
Lidang kepegawaian.

(3) Pejabat-pejabat lsimmya & lingkingan BAPEDALDA diangkat dan
dibethentikan olch pejabst yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangzm yang harlalm

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pc abiayaan BAPEDALDA berasal dari Angparan Pendapatan dan Belanja
¥ . paten Acech Singkil dan penerimaan sumber lain yang sah.

BABVYII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup watur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai tekms pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 27

1 szan berlakunya Peraturan Daerch inl, maka sepala ketentuan
bert' ntangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlala,

Passl 28
Perabiren Daerah mulai berlaku sejak tangpal diundangkan. Agar setiap orang

dapat mengetehuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanrya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI . SINGKIL.
PATY . "ANGGAL 21 JUNI 2000,

'ATT ACEH SINGKIL

Cap/M.to

JIL. MAx vUR SYAHPUTRA, S.H.

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 23 Tahun 2000 & .1 ™ *Tomer 10
Pada Tanggal 2l b )
IL .:‘ll.l_ I:l ra ALt -
Pit SEKRETARIS DAERAI ATENR!
| S -.
fig N N ._x:,e
\ 7 RIDWANHAS: . sH.
.~ Pemnbina/NIP. 390009540,

SK GU'BA No.Peg. 821.2/069/99 Tgl, 22-7-1999.




LAMPIRAN : PERATURAN JAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
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Nomor
Tanggal

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
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